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A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum,;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum.



B. Isi Surat

Bahwa dalam menjalankan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 UU Pemilu
menyatakan Bawaslu Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan di wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan kampanye dan dana
kampanye. Maka berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) UU Pemilu “Laporan dana
kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan
pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk
oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara”;

2. Bahwa sanksi terhadap ketentuan Pasal 335 ayat (2) UU Pemilu dikenai sanksi
berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota menjadi calon terpilih sebagaimana berdasarkan ketentuan di
dalam Pasal 338 ayat (3) UU Pemilu “Dalam hal pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak
menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu
kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih”;

3. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Buol agar menyampaikan Kantor akuntan
publik yang ditunjuk oleh KPU untuk melakukan audit dana kampanye Peserta
Pemilu;

4. Bahwa KPU Kabupaten Buol agar mengumumkan hasil pemeriksaan dana
Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua,

Ttd
Karianto, S.Sos
Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

https://idih.bawaslu.qgo.id/ Bawaslu Kab. Buol




